
mencaku j> analisis standar belanja;

b.bahwa aralisis standar belanja merupakan penilaian
kewjaran  atas  beban  kerja  dan  biaya yang
digunakaln  untuk melaksanakan suatu kegiatan
yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah dalam menilai kewajaran atas Anggaran
Program/Kegiatan yang diajukan Perangkat Daerah
yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang

-Undangan ;

c.bahwa  j)erdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Bombana;

: 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari
Korupsii Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor ^851);

2   Undangi-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang
Keuang&n  Negara  (Lembaga  Negara  Republik

Kerja  Anggaran  Perangkat  Daerah

Nomor 2 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangaii Daerah, bahwa rancangan surat edaran

kepala  ilaerah  tentang  Pedoman  Penyusunan
Rencana

jiengan Peraturan Menteri Dalam Negeriterakhir

bahwa u|htuk menindaklanjuti ketentuan dalam
Pasal 93 jayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13||Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangarj  Daerah  sebagaimana telah  diubah

BUPATI BOMBANA,

Mengingat

ENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ^^^ TAHUN 2018

Menimbang



PembentUkan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesi^ Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembarajn Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangaj^ Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaral^i Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembanin Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-pJndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Sistem I Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor JI30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesila Nomor 5049);
Undang^Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesi^ Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarati Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembarain Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang i Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah {Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang || Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (ILembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republi^ Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah jdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun ^J012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanar) Umum (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaraii Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang || Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor (38, Tambahan Lembaran Negara Republik|
Indones:ja Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

Indonesi^ Tahun 2003  Nomor  47, Tambahan
Lembaraii Negara RepubMk Indonesia Nomor 4268);

10

3   Undang



ran i13, K

(Lembagdi Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor ljlO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi^ Nomor 5155);

11Peraturaiji   Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005
tentang IlPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4^78);
12Peraturaji Pemerintah  Nomor  65 Tahun 2005

tentang  Pedoman  Penyusunan  dan  Penerapan

Standar  Pelayanan  Minimal  (Lembaga  Negara
Republiyl Indonesia Tahun 2005  Nomor  150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

13Peraturajti Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporajti Keuangan dan Kinerja Instasi Pemerintah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi^ Nomor 4614);

14Peraturaln  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5!l65 );

15Peraturajti  Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017
tentang ||    PembinaandanPengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16Peraturaji Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor .̂O6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesi^ Nomor 6057 );

17Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);

18Peraturajp Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5
Tahun poll  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangaii Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bombangi Nomor 5 Tahun 2011);

19Peraturaln Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor

Sistem Informasi   Keuangan  Daerah
dengan F^raturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang



/

instrument penjabaran kebijakan dalam •
upaya yang  lierisi  satu atau  lebih kegiatan

sebagai acuan d^lam penyusunan RKA- PD.
adalah bentuk

kewajaran ata^ beban kerja dan biaya yang digunakan
melaksanakan siiatu kegiatan yang dilaksanakan oleh

cat Daerah di lingkungan Penierintah Kabupaten Bombana .
Priorit^s dan Plafon Anggran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS inerupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggar^n yang diberikaij> kepada Perangkat Daerah untuk setiap

Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
Standar Belanjrt yang selanjutnya disingkat ASB adalah

progra^i
10. Program

bentuk

penilaii in
untuk
Perang

Kepala
8.   Analisi

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam
Undang-ljfndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  Daerah ! adalah  Bupati    sebagai  unsur
penyelfenggara  Pemerlntahan Daerah yang  memimpin
pelaksjanaan  Urusaijt      Pemerintahan  yang   menjadi

kewen&ngan Daerah Otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
PerwaMlain Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerifit^haan yang menjadi kewenangan Daerah.
Anggarjan Berbasis Kinjgrja adalah proses penyusunan anggaran
dengan i nemperhatikan || keterkaitan antara keluaran dan hasil,
mengu ai nakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas
alokasi b^lanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak
dicapa^ d dam satu tahu^i anggaran.
Tim Anggaran Pemerinta^i Daerah adalah tim yng dibentuk dengan
keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempv nyai tugas  menyiapkan serta melaksanakan kebijakan

7.

:onomi seluas-ljiasnya dalam system dan Prinsip Negaraprinsipl o\
Kesatu^^n!

PemerufrtahanDaerah  adalah  penyelenggaraan  Urusan
Pemeriiitahan oleh Penierintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Dfierah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan

adalah Bupati Bombana
Daerah adalah Kabupateii Bombana.

BAB I
KET^NTUAN UMUM

Pasal 1
Dalatn Peratjir&n Bupati ini yaftg dimaksud dengan:

20 Peraturak Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016
tentang j^edudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi s^rta tata kerja Badan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA

Bupati
1.

2.

3.



sebagai  acuan.
tahun anggaran L

h
periode  tertentvi,   yang  dipergunakan

dan pelaksanaan angaran dalam

Harga Barang dart Jasa adalah pedoman pembakuan barang

dalam
perenc^n^an
tertentn.

dan jasi lpienurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi
22.  Satuan

dilaksatialfan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

11.Kegiataiji Adalah bagian djari program yang dilaksanakan oleh satu
atau leMn unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencap^iajn sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personi^ (sumber daya manusia),barang modal termasuk peralatan
dan tek|nclogi, dana, atai| kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis  s|uriber  daya tersebut  sebagai masukan  (input)  untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

12.Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-
tahun berikutnya dari taihun anggaran yang direncanakan , guna
memasDikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk
setiap pjrogram dan kegiatan.

13.Sasaraij (arget) adalah hjasil yang diharapkan dari suatu program
atau ke^uitran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

14.Keluaraln (output) adalahji barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatap ^ang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujtian program dan kegiatan.

15.Hasil  fotitcome)  adalahj  segala  sesuatu yang mencerminkan
berfungsimya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

16.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya di
singkati RKA-PD adalah <iokumen perencanaan dan penganggaran

s    yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran

yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17.Ekualisas^      kegiatan/p^nyetaraan   kegiatan  adalah   daftar

pengelampokan kegiatan ^ang mempunyai ciri dan jenis yang sama
atau hampir sama dalam fangka penyusunan rencana belanja.

18.Pengendai belanja (cos\  driver) merupakan faktor-faktor yang
memicu Diaya/belanja ciari  suatu kegiatan yang dilaksanakan.
Pengenoaji belanja berbepa antara satu ASB dengan ASB lainnya

tergantung pada jenis kegiatana yang dilaksanakan.
19.Belanja) Tletap adalah satuan pengendali belanja yang merupakan

belanjalyang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang
tidak djpcngaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja
suatu ^egiatan.•

20.Belanjaj Variabel adalah sktuan pengendali belanja yang merupakan
belanja| y^ng besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume
dan ataju target kinerja suatu kegiatan.

21.Rumus&nj ASB adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan
besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan
antara belanja fixed cost dan variable cost.



BAB HI
UATAN ASB

Pasal 4

(1)Muatar. ASB terdiri dari deskripsi.pengendali biaya /belanja (Cost
Driver), Pengendali Belanja tetap, pengendali belanja variabel, dan
rumusan Iperhitungan belanja total

(2)Deskripsii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan paparan
yang ^enjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat
dari masing masing ASB yang ada.

(3)Pengendali biaya/ belanjai, (Cost Driver) sebagaimana dimaksud pada
ayat  |l)j   menjelaskan jj faktor  -faktor  pemicu belanja yang
mempejngaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas kegiatan
antara l^in berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam
pelajaran^ jumlah even, jumlah durasi.

(4)Pengendajli Belanja Tetap (Fixed Cost) sebagaimana sebagaimana
dimaksju4 pada ayat (1) huruf c merupakan belanja yang nilainya
tetap Untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi
adanyal perubahan volume maupun target kinerja.

(5)Pengendali Belanja Variabel {Variabel Cost)   sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) menunjukkan besarnya perubahan belanja
untuk  |nasing  -masing  kegiatan  yang  dipengaruhi  oleh
perubapajn/penambahan ^volume/ target.

(6)Belanj4 tjetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Belanja
variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah setiap
tahun menyesuaikan dengan tingkat inflasi yang berlaku pada
tahun yang bersangkutarij.

(7)Rumus(an| penghitungan Total Belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) (nerupakan bes^rnya rumus dalam menghitung besarnya.
total belanja dari suatu kegiatan yaitu penjumlahan antara (fixed M,
cost dap. ^ariable cost).I /

a. Untuk irerentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas
Anggaran ^ang diajukan iPerangkat Daerah dalam melaksanakan
sebuah 1 :egiatan;
Memberijk^n pedoman dalaln penyusunan PPAS; dan
Meningkatkan eflsiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
dalam rangka pengendaliam anggaran.

Pasal3
Peraturan B^pjLti ini bertujuan:

Peraturan Bup4ti ini dimaksudlkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan
penyetaraan lajma kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Peerangkat

Daerah di Lirgkungan Pemerinijah Kabupaten Bombana.

BAB II

MAKS^D DAN TUJUAN

Pasal2

b.

c.



H.BURHANUDDIN A.HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR..^...

Diundangka l (Ji Rumbia
Padatangga 51 Se?te*W 2018

SEKRETAR1S DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

ia
hv 2018

Peraturan EJupati ini denganjj menempatkannya dalam Berita Daerah
Ka

ig yang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganorjan:Agar setiap

Pasal 6

Peraturan B^kpkti ini mulai beriaju pada tanggal diundangkan.

BABV
KETElNTUAN PENUTUP

ASB Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran 1
tentang jenia ASB dan Lampiran II tentang penjelasan Muatan Jenis ASB
yang merupakan bagian tidak t^rpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal5



/BERKALA KENDARAAN DINASPEMELJHARAAN RUTIN
JABATAN07

PENYEDIAAN ALAT TU1IS KANTOR06

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI05

/ BERKALA GEDUNG KANTORPEM^LIHARAAN RUTIN04

SOSIALSASI / PENYULLFHAN03

PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI02

DAN BIMBItJGAN TEKNIS PEGAWAIPELA'01

NAMAASBNO
ASB

JENIS ASB

LAMPl^AN I  : PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR  :^$Tahun2018
TANGGAL : 5" September 2018



3 Hari
90 orang

BawahAtas

lHari
30 orang

Batas Bawah

akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan

Honorarium Panitia
Biaya Pembukaan

SewaRuang / Gedung
Honorarium Pemateri / Moderator
Alat Tulis Kantor
Cetak dan Penggandaan
Makan dan minum kegiatan

+ (Rp. 70.000 x Jumlah Hari x

Jumlah Hari
Jumlah Peserta

1 Jraian

2. ASB dial as

Belanja' /a iabel

Keterangan

1. Batasan

Belanja'

O jyekBelanja:

(Rp.
90.000 x Jumlah Pe^erta)
JuJnlah Peserta)]

ngan Perangkat! Daerah dan / atauPerangkat Daerah
lainnya, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah

Pengendalij Belanja ^Cost Driver) :
•Jumlah Hari (Bl)
•Jumlah Peserta (B2)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :
= Rp. 17.880.000,- per kegiatan

I IISatuan Pe^g^ndali Belanja Variabel (X):
Rp. 8.460.000,

XJ2 =f Rp. 90.000,-
; Rp. 70.000,-

Rumus Peiig^itungan Belanja Total:

= Y + [ (kl x Bl) + (X2 x|jB2) + (X3 x Bl x B2) ]
= Rp! 71.880.000 + [ (Rp. 7.660.000 x Jumlah Hari) +

eknis Pegawai merupakan kegiatan
pelatihan  kepada  para  pegawaimemberikanuntu^^

dilingku

I.  ASB 01. PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi :
Pelatiiajn/ Bimbingan

ANALISIS STANDAR BELANJA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR  : JiTahun 2018
TANGGAL : i September 2018

LAMPIEAN II



Honorarium Panitia
Biaya Pembukaan
BBM Genset

SewaRuang / Gedung
Honorarium Pemateri / Moderator
UangSaku
Alat Tulis Kantor
Cetak dan Penggandaan

Makan dan minum kegiatan

'a^abel

O )yekBelanja:

ap:

Keterangan

1. Batasan

;•   Belanja'

Belanja1

^ + (X3xBlxB2)]
7|.950.000 + [ (Rp. 8.460.000 x Jumlah Hari) + (Rp.

260.000 x Jumlah Pe^erta) + (Rp. 70.000 x Jumlah Hari x
Juiblah Peserta)]

1xB1J + (X2x

Rumns Pei g^^itnngan Belanj* Total:

Satuan Pen g^ndali Belanja Variabel (X):
XI ^ Rp. 8.460.000,1
Xi = Rp. 260.000,-
X3 4 Rp. 70.000,-

seigiata350.000,- per kegiatan

Belanja^Cost Driver):
mlahHari(Bl)

T

Bimbingan Teknis
masyarakat, yang

untuk membejrikan pelatihan/
kepada para |mon pegawai /

/  Bimbingatf Teknis Non Pegawai merupakan

II.  ASB 02. PElL/.TIHAN / BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI

tambahan biayl^^ perjalanan dinas yang besarannya
berpedorhai pada Keputiisan Bupati Bombana yang mengatur
tentang St^lndar Biaya Umtim

^atihan yang bematerinya berasal dari luar daerah,

= Rp-i

7.Rp.

•  Juntlah Peserta (B2)

Satuan Per gendali Belanja Tetap (Y)

Pengendali

disele lg^^arakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan
penge ta man dan keahli^^

Deskripsi : I
Pelatihah

;   kegiatlar
:   tertenltu

3. Kegiatan

diberikai



Honorarium Panitia
Biaya Pembukaan
BBM Genset

SewaRuang / Gedung
Honorarium Pemateri / Moderator
Alat Tulis Kantor
Cetak dan Penggandaan
Makan dan minum kegiatan l\

V

riabel

O DyekBelanja:

ap:

Keterangan

1. Batasan

I Belanja'

| Belanja

Juftilah Peserta)]

x Bl) + (X2 xJB2) + (X3 x Bl x B2) ]
.950.000 + [ (Rp. 8.460.000 x Jumlah Hari) + (Rp.

OQO x Jumlah Peserta) + (Rp. 70.000 x Jumlah Hari x

= Y

= Rp

60

Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):
,    •  XI * Rp. 8.460.000|
|    •  X2==Rp. 60.000,-

!    •  X3 ==Rp. 70.000,-

rRumns Peaghitungan Belanja Total:

7.950.000,- per kagiatan•Rp.

Cost Driver) :
•  J^mlah Hari (Bl) j|

j         •   Jjirttlah Peserta (B2|

Satnan Pengendali Belanja Tetap (Y)

daerah

Penge

III.  ASB 03. SOSIALISASI / PENYULUHAN
IIIIDeskripsi :!i

Sosialisasi / Penyulifhan merupakan kegiatan untuk

\ mempeukenalkan dan /liatau menjelaskan program / produk
: ••    / Per^teran dan lainnya kepada pegawai atau non pegawai

melal^ii j tatap muka seeara langsung yang diselenggarakan

3. Kegiatan
diberikai l
berpedoi ia|n

tentang

felatihan yang pematerinya berasal dari luar daerah,
tambahan biay^^  perjalanan dinas yang besarannya

pada Keputiisan Bupati  Bombana yang mengatur
t^ndar Biaya Unuiim

6 Hari
12lorang

BawahAtas

1 Hari
20 orang

Batas Bawah

Jumlah Hart
Jumlah Peserta

raian

2. ASB diat is akan efektif di^ jksanakan dengan ketentuan



^]a(Cost Driver)

DaeiiahPerangkat

JUnlilah Pegawai (B ji)
J inUah Hari Kerja (B2)

Pengendali

lingkup

Deskripsi:
Kegialtaji penyediaan m^kanan dan minuman harian pegawai

I merupakan kegaitan yang dilakukan perangkat daerah dalam
!   rangka jtersedianya makan dan minum harian bagi pegawai

nakana

V.  ASB 05. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI

sesuai ti rcantum dalam Laporan Barang Milik

•Ongkjosj Kerja
•Biaya(B|ahan

2. Luas

Daerah

O ayekBelanja:

2.500.000 + (Rp. ^(0.000 x Luas Bangunan)

Keterangan

1. Batasan

= Rp.

Rumns Penghitungan Belanja Total:

= Y-

^.C
Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):

= Rp.|40.000,-

Rp.2.S00.000,- per kftgiatan

I
Satnan Pengendali Belanja Tetap (Y) :

Belanja^Cost Driver) :
Bangunan (B)

Pengendali
Luas

kegia^ajti yang dilakukata untuk menjaga kondisi bangunan
kantdr dalam kondisi baik dan siap pakai

erkala Gedung Kantor merupakan•aan rutin /
Deskripsi :

Pemek

IV.  ASB 04. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR

it&ndar 1

pelatihan yang pematerinya berasal dari luar daerah,
tambahan bia^a perjalanan dinas yang besarannya

loi(na|n pada Keputisan Bupati  Bombana yang mengatur

Biaya Umtim

2 Hari
120orang

BawahAtas

1 Hari
30 orang

Batas Bawah

3. Kegiatan
diberikap
berped
tentang

Jumlah Hari
Jumlah iPeserta

Uraian

2. ASB dial as akan efektif dil^ksanakan dengan ketentuan



Roda 4 pejabat eselon III / Kendaraan

^^oda 2 pejabat eselon IV (B3)  ,1,

•Jamlah Kendaraan
C perasional (B2)

•J inlilah Kendaraan

Belanja^Cost Driver) :

kantor di masing - masing perangkat daerahaman

:jabat eselon II/b |B1)
•  J iimlah Kendaraanl! Roda 4 Kepala Perangkat Daerah /

Pengendali

kesel

ASB 07. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS
JABATAN

Deskripsi :
Kegiata^i ini dimaksudkan untuk memelihara kendaraan dinas
jabatanjbagi pejabat eselon Il/b kebawah, baik kendaraan Roda

4 maupun Roda 2 dalajn rangka kelancaran pelaksanaan tugas

(XixB)
0,00 + (Rp. 900.0(1)0 x Jumlah Pegawai)

Rumus Pe

= Y +

= Rp.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):
= Rp.j 900.000,-

Peag^iitungan Belanja Total:

0j00,- per kegiatafl= Rp.

Jumlahj Pegawai (B)

Satuan Pengendali Belanja ^etap (Y) :

Belanja^Cost Driver):

Deskripsi :
Kegiajtai dalam ranglia memenuhi kebutuhan alat  tulis
kant(}r Irutin administrasi perkantoran (tidak termasuk alat

TULIS KANTOR

tatitor kegiatan)

Pengendali

tulis

VI. ASB 06. PENYED1AAN ALAT

Keterangan

Rata - rata hiix kerja tidak leHih dari 240 hari dalam 1 tahun

= Rp. 0,00 + (Rp. 3.000 j JumlahPegawai x Hari Kerja)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Y + (x|xBlxB2)

3.= Rp.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (X);

tan0,00,- per kegiaiRp.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Y) :

VII.



,,4-

Keterangart : i;

Batasan Ol)>y^k Belanja :

•Belanjaj SUku Cadang
•Belanja] Bahan Bakar Minyak
•Belanjaj J^sa Service

Rpj. 0,00 + (Rp. 41.000.000,- x Jumlah Kendaraan Roda 4
Pejatlat Eselon II/1|̂  ) + (Rp. 36.000.000,- x Jumlah
Kep.daraan Roda 4 Pfejabat Eselon III / Operasional ) + ( Rp.
5.q0Q.000 x Jumlah ^^endaraan Roda 2 Pejabat Eselon IV)

x Bl) + (X2 x B2) + (X3 x B3)= Y +

Satnan Peagendali Belanja Tetap (Y) :
= Rp.| 0^00,- per kegiatap

'  !
Satuan Pengendali Belanja Variabel (X):

•XI f=Rp. 41.000.000,-
•X2 *= Rp. 36.000.000,-

•X3 p Rp. 5.000.000,-
:  i'••

Romas Penghitungan Belanja Total :


